PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 — 85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

PAJAK PENERANGAN JALAN

Masa Pajak
Tahun Pajak

Pembetulan ke

Kepada
Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta

JI. Abdul Muis No. 66
Jakarta Pusat

Perhati

an :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK.

2. Beritanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah, paling
lambat tanggal 25 bulan berikutnya.

4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Pemungut Pajak :

a. Nama Pemungut Pajak & o

o TR F= o - R
RT ........ RW ......... Kode Pos .............
c. Nama Objek/Usaha U SUUTUUUIR
d. Alamat L et e et ee e
€. NO. TeIP X e ——
fo N P N P D e e e — e e e e e e e —rtaae e e e aarrrrraeaeaaaan
II. Diisi Oleh Pemungut Pajak :
Data Objek Pajak
VOLUME
No URAIAN PENJUALAN HARGA JUAL TARIF PAJAK TERUTANG
(Kwh)
1 Industri Rp
2 Rumah Tangga Rp
3. Komersial Rp
4, Pemerintah Rp
5. Lainnya Rp
Total Pajak Terutang Rp
lll. Perhitungan Pajak
Pajak Terutang Rp
Pajak Yang Telah Dibayar Rp
Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Rp
PPJ kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yy) Rp
IV. Data Pendukung : Lampiran *)
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada / Tidak ada
2. Rekapitulsi Peggunaan Listrik Ada / Tidak ada
T Ada / Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam
memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan

Daerah

yang berlaku.

Jakarta, ...,
Diterima oleh Petugas, Pemungut Pajak/Penyedia Bahan Bakar/Kuasa,
tanggal .................
NIP (o Nama jelas/Cap/Stempel

*). Coret yang tidak perlu

Keterangan :
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah

2 Wajib Pajak
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